BAB V
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian terhadap pertambangan pasir Aek Kitang Di

Desa Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing  Natal

diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa Manyabar Kecamatan
Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, terjadinya penambangan pasir
yakni karena banyaknya permintaan pasir untuk material bangunan dan
disamping itu lemahnya ekonomi masyarakat yang makin hari kebutuhan
semakin meningkat di tambah lagi sering terjadi penurunan harga keret dan
sering terjadi gagal panen, itu semua menjadi pemicu utama sehingga sebagian
masyarakat beralih profesi menjadi penambang pasir disamping itu stabilnya
pendapatan ekonomi setiap harinya. Dalam praktiknya tambang pasir yang ada
di Desa Manyabar para pekerja tambang hanya melakukannya secara
tradisional tanpa peralatan canggih dan modren, proses pengambilan pasir
secara tradisional.

2. Solusi Hukum Islam Terhadap Praktik Tambang Pasir Aek Kitang Di Desa
Manyabar Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, telah
sesuai dengan apa yang diamanahkan di dalam Al-Quran, pertambangan
boleh dilakukan selama mempertimbangkan kepentingan kemaslahatan
umum, tidak mendatangkan kerusakan dan ramah lingkungan.

Pelaksanaan pertambangan pun harus memenuhi beberapa syarat, seperti
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harus sesuai dengan tata ruang dan mekanisme perizinan, melakukan studi
kelayakan, ramah lingkungan, tidak menimbulkan kerusakan melakukan
reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan
hasil tambang mendukung ketahanan nasional serta memperhatikan tata

guna lahan dan kedaulatan teritorial.

B. SARAN - SARAN
Adapun saran — saran yang diajukan kepada pihak — pihak terkait sesuai
dengan hasil — hasil penelitian yang dipaparkan di atas adalah:
1. Bagi Pemerintah

a. Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan dan memberi sosialisasi
tentang dampak yang dapat ditimbulkan dari pertambangan pasir baik di
Desa Manyabar Khususnya di Kabupaten Mandailing Natal, serta
memberikan arahan bagaimana untuk memperkecil dampak yang akan
ditimbulkan sehingga tidak banyak alam yang jadi korban.

b. Pemerintah juga harus memperhatikan izin yang sudah diberikan
kepada pertambangan pasir dan lebih memperhatikan keluh kesah
masyarakat dalam menanggapi pertambangan ini. Seharusnya sebelum
memberikan izin operasi usaha pemerintah juga harus lebih dekat
dengan masyarakat terlebih dahulu.

2. Bagi Para Penambang

a. Sebagai para penambang harus lebih memperhatikan lingkungan

dalam melakukan pertambangan pasir agar tidak terjadinya

pencemaran lingkungan.
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b. Lebih hati — hati dalam bekerja agar tidak terjadi kecelakaan. Dan
lebih dalam mengkaji dampak apa saja yang akan ditimbulkan dari
pertambangan pasir.

Kepada Peneliti selanjutnya

Diharapkan untuk dapat melanjutkan penelitian ini karena masih
banyak sekali yang harus dipahami dan diluruskan berkaitan dengan
praktik pertambangan pasir yang dilihat dari dampak yang ditimbulkan
terhadap masyarakat. Walaupun penelitian ini sudah mengenai sasaran, akan
tetapi sedikit harapan yang dapat di ambil dari penelitian ini. Oleh
karena itu, para peneliti lain dapat membantu menganalisis dan meluruskan
apa yang seharusnya dilakukan dan yang seharusnya tidak dilakukan
dalam proses pertambangan sehingga tidak memberikan dampak buruk yang

lebih besar kepada masyarakat.



DAFTAR WAWANCARA

. Bagaimana awal mula terjadinya tambang pasir Aek Kitang di Desa Manyabar
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal?

. Bagaimana sistem penambangan pasir Aek Kitang di Desa Manyabar
Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal:

a. Apakah ada yang berkelompok?

b. Apakah sendiri dalam pengalian pasir?

. Apa saja alat yang di pergunakan pada saat penggalian pasir?

. Bagaimana cara penjualan hasil galian pasir ke konsumen?

. Bagaimana tentang harga pasir Aek Kitang?

. Bagaimana dampak ekonomi masyarakat Desa Manyabar setelah adanya
pertambangan pasir:

a. Perubahan mata pencarian?

b. Perubahan pendapatan?

. Bagaimana dampak ekonomi terhadap pedagang dengan adanya pertambangan
pasir ini?

a. Dampak terhadap pedangang sekitar sungai?

b. Dampak terhadap pengepul pasir?

c. Dampak terhadap penambang pasir?

. Bagaimana pandangan Aparatur Desa (tokoh masyarakat) terhadap tambang

pasir?
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